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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di

atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT.
DKI Tentang Hak Atas Tanah Adat Dengan Hak Atas Tanah Barat Yang
Telah Dikonversi Menjadi Sertifikat Hak Milik.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kasus sengketa tanah antara girik
dan Sertifikat Hak Milik (SHM) menunjukkan pentingnya peran hakim
dalam menegakkan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan UUD
1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. SHM memiliki kekuatan
pembuktian lebih kuat dibanding girik berdasarkan Pasal 19 UUPA dan PP
No. 24 Tahun 1997. Namun, konversi tanah adat ke hak milik harus tetap
memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan
sosial. Batas waktu gugatan 5 tahun terhadap sertifikat bertujuan
melindungi pemegang sertifikat beritikad baik serta mendukung tertib
administrasi. Oleh karena itu, modernisasi sistem pertanahan pasca-2025
perlu dilakukan secara bijak agar menjamin kepastian hukum tanpa
mengabaikan hak masyarakat adat sesuai Pasal 3 UUPA.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Adat Dengan Hak
Atas Tanah Barat Yang Telah Dikonversi Menjadi Sertifikat Hak Milik.
Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat yang telah
dikonversi menjadi sertifikat hak milik merupakan suatu sistem yang
komprehensif dan multidimensional, yang terdiri dari aspek preventif dan
represif yang saling melengkapi. Perlindungan preventif diwujudkan
melalui sistem pendaftaran tanah yang sistematis berdasarkan PP No. 24
Tahun 1997, penerapan asas publisitas dan spesialitas untuk memberikan
kepastian hukum sejak awal, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti
sistem informasi pertanahan terintegrasi untuk meminimalisir potensi

konflik dan tumpang tindih klaim kepemilikan. Sementara itu,
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perlindungan represif mencakup mekanisme penyelesaian sengketa
melalui jalur litigasi dan non-litigasi, penerapan asas nemo plus juris
transfere potest quam ipse habet yang memungkinkan pembatalan
sertifikat yang cacat hukum, serta pengendalian pemanfaatan tanah
melalui instrumen perizinan dan tata ruang yang memastikan kesesuaian
dengan fungsi sosial tanah dan nilai-nilai adat. Kedua bentuk perlindungan
ini tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum formal melalui
sertifikat, tetapi juga tetap mengakomodasi keberlanjutan nilai-nilai adat,
hak ulayat masyarakat, dan fungsi sosial tanah dalam kerangka sistem

hukum pertanahan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat memberikan

saran, yaitu:

1.

Peningkatan Kapasitas Hakim dan Aparat Pertanahan dalam Memahami
Konversi Tanah Adat. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan
aparat pertanahan untuk memahami kompleksitas historis dan yuridis tanah
adat, serta dampaknya terhadap keadilan substantif dalam sengketa
pertanahan. Hal ini akan mendorong penegakan hukum yang lebih sensitif
terhadap nilai-nilai adat dan tidak semata-mata bergantung pada kekuatan

formal sertifikat.

. Penguatan Regulasi dan Mekanisme Partisipatif dalam Proses Konversi.

Pemerintah perlu menyempurnakan regulasi terkait konversi tanah adat
menjadi hak milik dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam
proses identifikasi, verifikasi, dan pendaftaran. Pendekatan ini akan
memperkuat legitimasi hukum, mencegah konflik agraria, serta menjamin
bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat tidak menghilangkan

substansi hak-hak komunal masyarakat adat.
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